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Abstrak
 

Sektor kehutanan memiliki karakteristik yang spesifik yaitu, apabila dilakukan eksploitasi terhadap hutan,

maka pemulihan fungsinya sangat sulit dan butuh waktu yang relatif lama, Kendala yang terjadi saat ini

adalah pemegang IUP tidak bisa melakukan aktifitas usaha pertambangan sebelum mendapat persetujuan

pemanfaaatan kawasan hutan dari Kementerian LHK. Persetujuan yang dimaksud dalam bentuk Izin Pinjam

Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Permasalahan dalam tesis ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan perizinan

pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara dalam kawasan hutan berdasarkan UU Pertambangan

Minerba dan UU Kehutanan?; 2) Bagaimana pelaksanaan perizinanan pengusahaan pertambangan mineral

dan batubara dalam kawasan hutan?. Metode Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini

karena difokuskan pada penelitian tentang asas-asas dan teori-teori hukum yang dapat dijadikan dasar dalam

harmonisasi pengaturan pengusahaan pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan. Data yang

digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari hasil

penelitian dapat disimpulkan 1) Pengaturan perizinan usaha pertambangan minerba yang mengsinkronkan

dengan pengaturan pengusahaan sektor lainnya seperti kehutanan, pertanahan dan lingkungan telah

mengalami banyak perubahan sejak diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Minerba. Perubahan terus dilakukan terutama untuk menyesuaikan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan

kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan

UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2) Harmonisasi norma hukum

dalam  regulasi  di bidang pertambangan Minerba dan regulasi di bidang Kehutanan diwujudkan melalui

instrumen hukum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai dasar penggunaan kawasan hutan

untuk kegiatan pertambangan  bagi pemegang IUP

......The forestry sector has specific characteristics, namely, if forest exploitation is carried out, then the

restoration of its function is very difficult and takes a relatively long time. The current obstacle is that IUP

holders cannot carry out mining business activities before obtaining approval for the use of forest areas from

the Ministry of Environment and Forestry. The approval referred to in the form of a Borrow-to-Use Forest

Area Permit (IPPKH). The problems in this thesis are 1) How are the licensing arrangements for mineral and

coal mining concessions in forest areas based on the Minerba Mining Law and the Forestry Law?; 2) How is

the implementation of licensing for mineral and coal mining in forest areas? The normative juridical

research method is used in this study because it focuses on research on legal principles and theories that can

be used as the basis for harmonization of mining concession arrangements that utilize forest areas. The data

used in normative legal research is secondary data in the form of legal materials. From the results of the

study, it can be concluded that 1) Mining business licensing arrangements that synchronize with other sector

management arrangements such as forestry, land and the environment have undergone many changes since

the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Minerba Mining. Changes continue to be made,

especially to adjust the regulation on the utilization and use of forest areas for mining business activities
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through Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and

Coal Mining; 2) Harmonization of legal norms in regulations in the Minerba mining sector and regulations

in the forestry sector is realized through the legal instrument of the Borrow-to-Use Forest Area Permit

(IPPKH) as the basis for the use of forest areas for mining activities for IUP holders.


